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BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMDBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan. Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat I Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dant”
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);



4.

10.

11.

12.

Undang-Undang  Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten TeboO,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) schagaimana telah diubah dengan Undang-

erubahan Atas

Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang P
Undang-Undang ~ Nomor 54  Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20().()
Nomor 81, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17
Negara (Lembaran Negara Repu
Nomor 47, Tambahan Lembaran

Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang;
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negarz
Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4410);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunar: Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Zggg;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

gndla)ng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Nem entukan . Peraturar} Perundang-Undangan (Lembaran

egara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Tahun 2003 tentang Keuangan
blik Indonesia Tahun 2003
Negara Republik Indonesiz

P L el b b T e Bistenesis
Tobin D014 NaCrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indone:'mor:]- 244, Tambahan . Lembaran Negara
beberapa kali, t ’a kl()_mor 5587) sebagaimana telah diubah
Tahun 2015 tentang Per dengan Undang-Undang Nomor 9
Nomor 25 '1"11("“5 erubahan Kedua Atas Undang-Undang
(Lembaran Ne r;rm;;. i s Pemerintah  Daerah
Tanibabian Lf;“:: "JPUbllk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
5679); aran Negara Republik Indonesia Nomor




13.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

. Pernturan Pemerintanh Nomor 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintnh Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisterrt
Informasi Keunngan Daerah  (Lembaran Megara Republik:
Indonesin Tahun 2005 Nomor 138, Tamhbahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4576);
tentang Hibak
ra Republik Indonesia Tahur

Kepada Daerah (Lembaran Nega
Lembaran Hegara Republik

2005 Nomor 139, Tambahan
Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tah :
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintab

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

un 2017 tentang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); ‘

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluas
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ProvinsiJambi Tahun 2016-2021;



24, Peraturan Daernh Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Dacrah Kabupaten
Merangin Tahun 2014 Nomor 04);

25. Peraturan Daernh Knbupaten Merangin Nomor 1 Tabun 2016
tentang Penyusunan Produk Hukum Dacrah (l.embaran
Dacrah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1);

26. Peraturan Daecranh Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor

10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATUTAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2018 - 2023

BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Merangin;

Pemer@ntah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh
Pemenr}tah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi daerah dan tugas pe{nb_antuan dengan prinsip otonomi seluas-
lui:g?m dalam dj;lsaicgddznalangnnmp Negara Kesatuan Republik Indonesia
se ana Undang-Undang Dasar 1
Indonesia Tahun 1945; ® & Negarm. Republik

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

i iepa gal unsur penyelenggara
Pem:enr.xtah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemexintahang}?an g
menjadi kewenangan daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Merangin;

PD:r“‘;,an Perwakilan tliagya:aliaeml})la selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
akilan Rakyat Dae se 1 penyel int: aern
Keimpaten Mo o ga1 penyelenggara pemerntahan daerah

Peraturan Daerah selanjutn disebut
Kabupaten Merangin jutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah

R i :

encanahz:itla Ruang Wﬂayah, yang selanjutnya disebut RTRW kabupaten
adalah kgt;cncanaan tata ruang yang n_xerupakan penjabaran strategi
polaL manamlmg vn]al'y aJhaJm n pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan




8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang sclanjutnya disebut
RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk selama periode 20 tahun;

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengnh Daemh, yang s lanjutnya disebut

RPJMD, adalah dokumen perencanann untuk periode 5 (lima) tahun;

10. Rencana Kerja Pemerintnh Daecmh adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun atnu disebut dengnn rencana pembangunan
tahunan daembh;

11. Rencana Strategis Perangkat Dacrah, yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
pe iode S (lima) tahun;

12. Rencana Ketja Perangkat Daerah yang selanjutnya disinglat dengan Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 tahun. .

13. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk'
mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari
anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya
pembangunan daerah secara utuh.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di
kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya
yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

18. Kebjjakan adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai tujuan.

19. Sasaran adalah hasil yarg diharapkan darn suatu program atau keluaran
yang diharapkan dari suatu kegiatan.

20. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.

21. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak
Yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II
v PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

(1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah
dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan
bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (ima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD, RTRW. RPJMD Provinsi dan RPJMN.




(1)

(2)

BAB III
SISTEMATIKA DAN FUNGSI RPJMD

Pasal 3
Sistematika Penyusunan RIMJMD Knbupaten Memngin Tahun 2018-2023
scbagnimana dimaksud dalam Pnsal 2 disusun sebagni berikut :
BAB | PENDAHULUAN
BABIIL GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB L GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PRANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX PENUTUP

RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berfungsi sebagai pedoman bagj :

a.

b.

(1)

&)

“)

Perangakat Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).
BAB IV

PENGENDALAIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN RPJMD
Pasal 5

Bupati wajib melakukan pengendalian dan evaluasi setiap tahun terhadap
pelaksanaan RPJMD.

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Hasil Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat
dijadikan dasar Perubahan RPJMD.

Pf:rubahan sasaran, Indikator, Target Kinerja dan kerangka pendanaan dapat
dilakukan dengan Peraturan Bupati apabila perubahan tersebut tidak
melebihi 25 Persen dari Substansi Peraturan Daemh ini.




BABV

' KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6
Progmm Pembangunan Daemh Tahun 2019 dilake

sainakan dengan berpedoman
kepada Propmim Prioritas Nasionnl  dan

Priotitns  Provinsi  Jambi  serta
mengakomaodir Visi dan Misi Kepala Dacrh dan Wakil Kepala Daerah terplih.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 2) Maret 2019

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 2/

“H,HENDRf MAIDALEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN 3/17/2019
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